ABSTRAK

Tindak pidana dengan modus ekonomi merupakan tindak pidana yang sering
terjadi di Indonesia hal ini dapat diperparah apabila menjadi tindak pidana
transnasional yang mana pelaku memindah tangankan hasil kejahatan yang
bertujuan supaya hasil dari tindak pidana yang diperoleh tidak dapat ditemukan oleh
penegak hukum yang berwenang, hal ini dapat diatasi dengan menerapkan
perampasan aset kepada pelaku, namun di Indonesia banyak permasalahan terkait
perampasan aset ini dimana perampasan hanya dapat dilakukan setelah mendapat
kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. hal ini menjadi penghambat dari jalannya
proses hukum yang ada di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif yang dilakukan dengan cara menganalisi data yang didapat dari
kepustakaan seperti buku, jurnal, undang-undang yang terkait, maupun penelitian
yang ada sebelumnya. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana pentingnya
Rancanagan Undang-Undang yang terdapat konsep Non-Conviction Based Asset
Forfeiture bagi kemajuan sistem hukum yang ada di Indonesia dengan melihat
maupun membandingkan dengan negara lain yang sudah menerapkan konsep
tersebut seperti Australia dan Thailand

Kata kunci : urgensi, perampasan aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture
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ABSTRACT

Crime with an economic model is a crime that often occurs in Indonesia, this
can be exacerbated if it becomes a transnational crime in which the perpetrator
transfers the proceeds of the crime with the aim that the proceeds of the crime
obtained cannot be found by authorized law enforcement, this can overcome by
implementing the seizure of assets to the perpetrators, but in Indonesia, there are
many problems related to the seizure of these assets where the confiscation can only
be carried out after obtaining permanent legal force by the court. this is an obstacle
to the legal process in Indonesia.

The type of research used in this research is normative research which is
carried out by analyzing data obtained from the literature such as books, journals,
related laws, and previous research. The analysis is carried out by looking at the
importance of the Draft Law which contains the concept of Non-Conviction Based
Asset Forfeiture for the progress of the legal system in Indonesia by looking at and
comparing it with other countries that have implemented the concept such as
Australia and Thailand.
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